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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI
2.1. Tinjauan Pustaka
Peneliti mengawali tinjauan pustaka penelitian ini dengan menelaah penelitian       terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi ini sehingga lebih memadai.Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian tentang implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun kajian teori yang mendukung penelitian ini yaitu:
Handayaningrat, (1981: 42), berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah  (wahana) kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya,hubungan dan tata kerjanya.Pengertian yang demikian disebut organisasi bersifat “statis”, karena sekedar hanya melihat kepada strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi bersifat“dinamis”.Dalam pengertian ini organisasi dilihat daripada sudut dinamikannya, aktivitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal. Menurut Sondang P. Siagian (1980), mendefinisikan organisasi adalah 
setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau kelompok yang disebut bawahan.
Pendapat lainmenurut Emitai Etzioni (1985), organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umunya organisasi ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:
1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian tidak dipolakan begitu saja atau disusun menurut cara-cara tradisional, melaikan sengaja direncanakanuntuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya; pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga; dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti dengan tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan atau promosi.

Berdasarkan definisi dan pendapat diatas, dapat dikemukakan beberapa karakteristik untuk disebut sebagai oraganisasi yaitu:

1. Kolektivitas sekelompok orang yang bekerja sama, atas dasar
2. Proses interaksi hubungan kerja, berdasarkan
3. Pembangunan kerja, yang ditentukan oleh
4. Otoritas yang tersusun secara hirarkhis dalam
5. Struktur fungsi dan peranan, untuk mencapai 
6. Tujuan.

Oraganisasi adalah kolektivitas sekelompok orang yang melakukan interaksi berdasarkan hubungan berdasarkan pembagian kerja dan otoritas yang tersusun secara hirarkhis dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan.
Tujuan organisasi pada hakikatnya merupakan integrasi dari berbagai tujuan baik yang sifatnya komplementer yaitu tujun individu atau anggota organisasi, maupun tujuan yang sifatnya subtantif, yaitu tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan subtantif merupakan tujuan pokok organisasi yang menjadi sebab utama dibentuknya sebuah organisasi. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan organisasi diarahkan kepada dua dimensi tujuan, yaitu:

1. Tercapainya tujuan organisasi secara evektif dan efisien. Keefektifan (effectiviness) adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit. Efisiensi (efficiency) adalah adalah berhubungan dengan rasio output dengan input atau keuntungan dengan biaya. Adakalnya tujuan dapat dicapai secara efektif, tetapi tidak efisien, artinya tujuan dapat dicapai tetapi menjadi pemborosan tenaga, bahan dan waktu. Sebaliknya, bisa terjadi tujuan tersebut dicapai secara efisien tetapi tidak efektif.
2. Tercapainya kepuasan dari anggota organisasi. Dalam proses pencapain tujuan organisasi, setiap orang atau anggota yang bekerja atau terlibat dalam aktivitas organisasi harus diberikan kepuasan, sehingga mereka merasa sebagai anggota organisasi, dan hal tersebut akan mendorong orang tersebut untuk bekerja dalam kondisi dan motivasi yang produktif.

Sehingga tujuan organsasi dapat dikatakan sebagai arah atau tujuan yang ingin dicapai atau dipengaruhi yang menjadi sebab dilaksanakannnya suatu kegiatan namun adakalnaya antara tujuan komplementer (tujuan individu) adan tujuan subtantif (tujuan organisasi) tidak selalu searah.
Berbicara tentang organisasi tidak lepas dari yang namanya pengorganisasian, karna hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis.
Definisi pengorganisasian menurut Hasibuan, (2001:118), 
penggorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan menetapkan wewnang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individuyang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembagian kerja menimbulkan adanya pengorganisasian dalam pengelompokan pekerjaan/ kegiatan. Oleh karena itu dalam pengorganisasian ini organisasi dapat disusun atas dasar pengelompokan itu. Adapun pengelompokan itu terdiri atas:

1. Pengelompokan pekerjaan atas dasar fungsi
2. Pengelompokan pekerjaan atas dasar proses
3. Pengelompokan pekerjaan atas dasar langganan (clientale)
4. Pengelompokan pekerjaan atas dasar produk
5. Pengelompokan pekerjaan atas dasar daerah (area,territorial)

Karena pada dasarnya organisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan maka dalam mencapai tujuan tersebut organisasi tidak akan lepas dari yang namanya sebuah kebijakan.
Kebijakan publik sebagai pengalih bahasa soal public policy, dalam perkembangannya dewasa ini telah menjadi semakin menarik perhatian berbagai kalangan, terutama setelah banyak pihak yang menolak paham pemisahan (dikotomi) administrasi – politik.Unsur-unsur dalam ilmu politik dan administrasi negara bertemu dalam disiplin ini, kebijakan publik.
Suatu kebijakan tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan publik kalau ia tidak berorientasi terhadap kepentingan public. Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan pengertian kebijakan menurut Dye (1978) dalam Suyatna (2009:9), Kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye (1978) dalam Suyatna (2009:9), bila pemerintah mengambil keputusan (berarti: memilih sesuatu) untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan Negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja, dan seperti telah dikatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintahpun termaksuk kebijkan negara.
Lasswell dan Kaplan (1979) dalam Suyatna (2009:3),mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh Islamy (2001:20), sebagai berikut :
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dengan kepentingan seluruh masyarakat.
Pengertian kebijakan Negara tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut :
a. Kebijakan Negara dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi juga dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
c. Kebijakan Negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
d. Kebijakan Negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian kebijakan lainnya yang telah peneliti kutip dari jurnal penelitian sebelumnya dengan topik Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta Di Bidang Pendidikan.
Subarsono (2003: 2) dalam Sidik (201:107), menjelaskan bahwa lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan,di antaranya kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan lain sebagainya. Di samping itu,jika dilihat dari hierarkinya kebijakan public dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal,seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Perda), dan Keputusan Bupati/ Walikota (Perwal). Nugroho (2009: 91)dalam Sidik (201:107), juga menjelaskan mengenai bentuk/ produk pertama kebijakan publik yaitu peraturan perundangan yang termodifikasi secara formal dan legal.
Kebijakan merupakan keputusan yang sifatnyan mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.Kebijakan merupakan salah satu alat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengikatseluruh komponen bangsa didalamnya. Dalam perumusan kebijakan pencapaian target baru akan terealisasi apabila kebijakan tersebut telah diimplementasikan.
Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.Implementasi kebijakan merupakan aktivitas-aktivitas untuk melakukan kebijaksanaan.implementasi kebijakan merupakan rangkayan kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengrah ppada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praaktiknya implemntasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) dalam Agustino (2006:138), 
adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klient.

Dalam derajat lain Daniel dan Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy (1983:61) yang dikutip Agustino (2006:139), mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan badan peradilan lainnya. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Sedangkan Menurut Meter dan Horm (1975) dalam Agustino (2006:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: 

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari tiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 
3. Adanya hasil kegiatan.
Dari uaraian tersebut dapat disimpulkan bahwa impelentasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2004:104) dalam Agustino (2006:139), dimana mereka katakan bahwaimplementasi suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijkan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jaug berbeda dengan dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) dalam Agustino (2006:139), sebagai berikut:

Pengkuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan memepertannyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebujakan, karena melalui prosedur ini proses kebijkan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.
Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward IIIdalam Agustino (2006:149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat,akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentranmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indicator yang dapat dipakai ( atau gunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi di atas, yaitu: 

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) harus lah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten danjelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingunan bagi pelaksana di lapangan. 

2. Sumberdaya
Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebikan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implemntasi kebijakan salah satunya sebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi,memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukuman. 
c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak terlegitiminasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implentator mungkin memiliki staf yang mencukupi, menegrti apa yang harus dilakukannya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijkaan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktinya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati dalam pada variabel disposisi adalah

a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakn kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
b. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memnuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengtahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksankan kebijakan, kemungkinan kebijkan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijkan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih adalah: 
a. Melakukan Standart Operating Procedures (SOPs), SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pad tiap harinya sesuai dengan standart yang ditetapkan (atau standart minimum yang dibutuhkan warga).
b. Fragmentasi, adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Pengertian implementasi kebijakan lainnya yang telah peneliti kutip dari jurnal penelitian sebelumnya.Jones (1996) dalam Sidik (2014:108), menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program (Rohman, 2009: 134-135).
Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian dari tahapan kebijakan publik yang memiliki peran kedua setelah formulasi kebijakan. Implementasi sering diartikan sebagai pelaksanaan atau pengaplikasian dari suatu kebijakan publik.Oleh karena itu implementasi memiliki ukuran untuk mengetahui apakah implementasi itu berhasil atau tidak yang telah peneliti kutip dari jurnal penelitian sebelumnya. Menurut Ripley dan Franklin dalam Sidik (2015 : 29), mendefinisikan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah
apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,kebijakan,keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran nyata (tangible output). Inti dari maksud implementasi kebijakan public adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.
Ripley dan Franklin (1986 : 232-233)yang dikutip Andita (2016:15), merumuskan kriteria pengukuran keberhasilan implementasi melalui tiga aspek yaitu: 

a. tingkat kepatuhan birokrasi terhadap kebijakan;
b. lancarnya pelaksaan rutinitas fungsi dan tidak adanya kendala; serta
c. terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan topik  professionals and policy implementation: conceptualizing and measuring three types of role conflictsdalamTummers et al (2012:2),  mengatakan bahwa terdapat perdebatan sengit mengenai tekanan yang dihadapi para profesional publik ketika mengimplementasikan kebijakan. 

Within the public administration literature, there is an intense debate concerning thepressures that public professionals face when implementing public policies (Ackroyd et al.,2007; De Ruyter et al., 2008; Freidson, 2001). It seems that many public professionals areunwilling to implement public policies laid down by the government (Duyvendak et al.,2006; Hebson et al., 2003).
When public professionals are unwilling to implement public policies, serious consequences can result. 
First, it can significantly decrease the effectiveness of policy implementation (Ewalt & Jennings, 2004; May & Winter, 2009). 
Second, the quality of interactions between professionals and citizens may be affected, possibly influencing theoutput legitimacy of government (Bekkers et al., 2007).
One important factor influencing the willingness to implement public policies seems to be the conflicts that professionals experience during policy implementation. Many contemporary policies focus strongly on economic values, such as efficiency and financial transparency.
Berdasarkan kutipan peneliti dari jurnal tersebut bahwa dalam pengimplementasian kebijakan publik dapat menimbulkan tekanan yang akandihadapi para implementor dan dapat pula menimbulkan sebuah konflik.Untuk mengetahui sejauh manakah suatu implementasi kebijakan berjalan secara efektif dapat dilihat dari sejauh mana perencanaan dari suatu implementasi kebijakan. Oleh karena itu peneliti akan membahas konsep perencanaan.
Perencanaa dalam arti luas merupakan upaya manusia meminimalkan keidakpastian.Sedangkan dalam arti sempit perencanaan sehunggunya merupakan derivate dari kemampuan melihat jauh kedepan (foresight) yaitu kemampuan mengukur (measuring).Berdasarkan pengertian diaatas terdapat beberapa pendapat mengenai batasan dari pada perencanaan.
Pendapat pertama perencanaan sebagai proses dalam hal ini menurut Garth N. Jone dalam Handayaningrat (1981:126), mengartikan perecanaan sebagai berikut:“ planning is the process of selecting and developing the best course of action to accomplish an objective” 
Perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembagangan dari pada tindakan yang paling baik atau menguntungkan untuk mencapai tujuan. 
Pendapat kedua perencanaan sebagai fungsi manajemen dalam pengertian ini Mc. Farland dalam Handayaningrat (1981:126), mendefinisikan perencanaan sebagai berikut: “planning is is the function whereby executive anticipate the probable effecise of forces that will change the activities and objective of their business”.
Perencanaan adalah fungsi dimana pimpinan kemungkinan menggunakan pengaruh dari pada kewenangan, yang dapat mengubah kegiatan dan tujuan daripada organisasi.
Pendapat ketiga yakni perencanaan sebagai suatu keputusan dalam hal ini W.H. Newman dalam Handayaningrat, Pengantar Studi Administrasi Dan Manajemen (1981:126) memeberikan definisi sebagai berikut: “planning is deciding in advance what is to be done, that is a plan, it is projected a course of action”.
Perencanaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan dating, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan. 
Berdasarkan pendapat-pndapat diatas, jelas bahwa: perencanaan dianggap sebagai proses , dianggap sebagai suatu fungsi dan dapat dianggap sebagai suatu keputusan.
Menurut Mc. Farland, perencanaan didalam suatu organisasi, mengikuti adanya tingkatan-tingkatan manajemen yaitu sesuai dengan daripada tingkatan-tingkatan kewenangan (authority) dan pertanggungjawaban (responsibility). Adapun hirarki kewenangannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1. Kegiatan Perencanaan Berdasarkan atas tingkat kewenangan/tanggung jawab
	Kewenangan/tanggungjawab

(Authority/Responsibility)
	Perencanaan (planning)

	Pimpinan tingkat atas 

(Top management)
	· Sasaran (goal)

· Kebijaksanaan (policies)

· Rencana jangka panjang(long range plan)

	Pimpinan tingkat menengah (Middle management)
	· Melengkapi sasaran (supplementary goal)

· Kebijaksanaan untuk mencapai sasaran (policies)

· Program (programme)

· Target (quotas)

	Pimpinan tingkat bawah (Supervisory or Lower management)
	· Sasaran jangka pendek (short range goal)

· Melengkapi kebijaksanaan (supplementary policies)

· Proyek (project)

· Jadwal (schedule)


Sumber : Buku Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen

Sesuai dengan pendapat A.M William, maka proses daripada perencanaan meliputi:

1. Mentukan/menetapkan dengan jelas maksud/tujuan.
2. Menentukan alternative.
3. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan.
4. Menentukan organisasi, metode dan prosedur.
5. Menentukan/menetapkan rencana itu sendiri.

Didalam sebuah perencanaan terdapat teknik-teknik perencanaan, yang dimaksud dengan teknik-teknik perencana adalah metode perencanaan yang berhubungan dengan prosedur bagaimana perencanaan melaksanakan tugasnya. Adapun yang dimaksud dengan prosedur berhubungan juga dengan langkah-langkah apa yang kan dilakukan mulai dari persiapan sampai akhirnya perencanaan tersebut. Semua itu harus sesuai dengan keperluan dari pada langkah. Prosedur yang demikian ini W. H. Newman dalam Handayaningrat (1981:136), menyebutkan: pendekatan analisis. Langkah-lagkah itu juga menyangkut soal pemecahan masalah dalam melaksanakan rencana. Adapun langkah-langkah itu adalah sebagai berikut:

1. Menetukan permasalahan
2. Berusaha mendapatkan fakta-fakta yang penting/dibutuhkan
3. Analisa sumber informasi itu
4. Pilihlah tindakan-tindakan alternative
5. Pertimbangkanlah alternative itu
6. Ambillah keputusan itu.

Teknik perencanaan ini adalah untuk menemukan suatu masalah yang mungkin timbul dimasa yang akan datang, yang mempunyai hubungan penting didalam pencapain dan pelaksanaan dari pada tujuan organisasi itu.Salah satu permasalahan yang muncul dari dalam masyarakat salah satunya adalah permasalahan kemiskinan yang mana dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan maka dibutuhkan sebuah penrencanaan.
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang ada di setiap dunia. Keberadaanya akan selalu ada dari dulu hingga sekarang dan masa yang akan datang selama proses kehidupan ini terus berlangsung. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila banyak para ahli yang telah mendefinisikan mengenai kemiskinan tersebut serta sspek-aspek yang menyertainya. Menurut Poerwadarminta (1976) dalam Rustanto (2014:1), 
Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.
Pengertian lainMenurut Kuncoro (1997) dalam Rustanto (2014:1), bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan standart hidup minimum.
Dengan demikian, kemiskinan dapat dikatakan sebagai situasi kesengsaraan dan ketidak mampuan yang dialami oleh seseorang.
a. Kriteria kemiskinan
Berdasarkan study SMERU yang dimuat dalam buku Edi Rustanto (2013:16) menunjukan Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:
1. ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan);
2. ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
3. ketidak mampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)
4. rendahnya kualitas sumberdaya manusia ( buta hurup, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber daya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketidaan infrastruktur jalan, listrik, air);
5. kerentanan terhadap gonjangan yang bersifat individual( rendahnya pendapatan dan asset), maupun missal ( rendahnya modalsosial, ketiadaan fasilitas umum);
6. ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
7. ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
8. ketiadaan jaminan masa depan ( karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tiadanya perlindungan sosial dan negara dan masyarakat);
9. ketidak terlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
b. Faktor Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan disebabkan oleh anyak faktor.Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa factor yang saling terkait satu sama lain seperti mengalami kecacatan, pendidikan yang rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersediannya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan social ( pension, kesehatan, kematian) atau hidup dilokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas. Edi Suharto (2013:17) mengatakan bahwa secara konseptual, kemiskinan bias diakibatkan oleh empat faktor, yaitu: 

1. Faktor individual, orang miskin disebabkan oleh prilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin dalam menghadapi kehidupannya.
2. Faktor sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah komdisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
3. Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secarakhusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan yang mengubungkan kemiskinan dengan kebiasan hidup atau mentalitas. Peneitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan sendiri, yangberbeda dengan masyarakat kebanyakan (Suharto,2008). sikap-sikap negatife seperti malas, fatalism atau menyerah kepada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin.
4. Faktor kultural, menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitive dan tidak aksesibilitas sehingga menyebabakan seseorang atau sekelompok orang orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, pekerja sector informal sulit keluar dari kemiskinan.

Dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan pemerintah telah melakukan berbagai macam kebijakan, salah satu program yang dijalakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yaitu adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Konsep Program Keluarga Harapan bedasarkan dari jurnal yang telah peneliti kutip sebelumnya. Laluhung, Untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial, maka dalam tahun 2007 pemerintah megeluarkan kebijakan sebagai pembelajaran kepada masyarakat miskin agar dapat lebih disiplin dalam mengelolah bantuan agar dirasakan menjadi lebih bermanfaat dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatannya, melalui kebijakan bersyarat yaitu lebih dikenal dengan program keluarga harapan, yaitu program pemberian uang tunai kepada rumah tangga miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program keluarga harapan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu dan mendorong agar anaknya tetap sehat dan bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan BPS sebagai target peserta.
Di bidang pembiayaannya, anggaran program keluarga harapan dialokasikan melalui belanja Bansos Bidang Perlindungan sosial yang bersyarat, artinya bagi peserta yang menerima program keluarga harapan wajib menyekolahkan anaknya yang berusia sekolah 6-15 tahun, melakukan pemeriksaan 5 kesehatan yang mencakup ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, pemeriksaan gizi, serta pemeriksan imunisasi balita. Dalam jangka pendek program keluarga harapan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.Karena minimnya akses rumah tangga miskin menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin.Program keluarga harapan bukan kelanjutan program bantuan lansung tunai yang diberikan dalam rangka membantu masyarakat miskin untuk mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak, namun program keluarga harapan merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bansos bersyarat berbasis rumah tangga miskin, sampai sekarang pelaksanaannya masih bersifat uji coba. Kebijakan program keluarga harapan dicetuskan antara lain karena adanya situasi krisis global, dimana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat.
2.1. Kerangka pemikiran
Gambar 2.1. kerangka pemikiran












Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Keluagra Harapandalam rangka penanggulangan kemiskinan di kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Secara garis besar implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya menjawab permasalahan menganai Implementasi Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan Di Kelurahan Dago. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah dengan dilakukannya Program Keluarga Harapan dapat menanggulangi kemiskinan Di Kelurahan Dago.Sehingga peneliti menggunakan teori menurut Edward III merumuskan terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan, yaitu: 

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

2.2.  Proposisi
Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung dapat ditentukan melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
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